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UMK Yogyakarta Lebih Tinggi dari UM‘?’

@ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Kepala Di-
nas Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi (Disnakertrans) DIY, An-
dung Prihadi Santoso mengata-
kan, Upah Minimum Kota
(UMK) Yogyakarta 2020 ditetap-
kan sebesar Rp 2.004.000. jum-
lah tersebut lebih tinggi dari
‘Upah Minimum Provinsi (UMP).

Andung menjelaskan, UMP
2020 yang ditetapkan sebesar
Rp 1.704.608,25. UMP akan di-
umumkan pada 1 November

2019 (hari ini-red). Sedangkan,
UMK akan diumumkan pada 2
November atau sehari setelah
pengumuman UMP dengan me-
ngeluarkan Surat Keputusan
(SK) Gubernur.

"Dan kalau UMK sudah dite-
tapkan, UMP tidak berlaku lagi.
Kenaikan ini berlaku mulai 1ja-
nuari 2020," kata Andung, kepa-
da Republika, Kamis (31/10).

Andung menjelaskan, untuk
UMK memang harus lebih besar
dari UMP. Sementara, UMK un-

~ tukkabupatenlainnya di DIY le-

bih rendah dibanding Kota Yog~
yakarta. UMK Kabupaten Sle-
man ditetapkan sebesar Rp
1.846.000, Kabupaten Bantul se-
besar Rp 1.790.500, Kabupaten
Kulonprogo ditetapkan sebesar
Rp 1.750.500, dan Gunungkidul
sebesar Rp 1.705.000. "UMK
Gunungkidul paling rendah dari

. kota dan kabupaten lainnya,"

ujarnya. ]

Kenaikan UMP diputuskan
mengacu pada Peraturan Peme-
rintah (PP) Nomor 78 Tahun

2015 tentang Pengupahan. "Ini,

~ Surat

 ngupahan Kabupaten/Kota.

sesuaiPP Berdasarkan PP 78 tahun 2015

n Pengupahan, UMP ha-
di atas kebutuhan hidup la-

133.685.
Semen!

8,51 persen seba-
'yang disebutkan dalam
Edaign*Menteﬁ Ketena-

gakerjaan. Sebab kenaikan ini
mengacu pada PP 78/2015 yang
selama ini ditolak oleh buruh
Indonesia.

Presiden KSPI Said Igbal me-
ngatakan yang seharusnya di-
lakukan pemerintah ialah segera
merevisi PP 78/2015. Khususnya
terkait dengan pasal mengenai
formula kenaikan upah minimum.

"Dengan demikian, dasar
perhitungan UMP harus dida-
hului dengan suryei kebutuhan
hidup layak di pasar," ujar Igbal.
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